SALINAN

WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039 dibentuk
berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah
dihapus dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata
Ruang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039 sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan terhadap aspek penataan ruang
dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto
Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Kecil  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Menetapkan

dan

WALI KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN
ZONASI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2039.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kota Mojokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota
Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/E), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. WALI KOTA MOJOKERTO,
ttd.

MOH. ALI KUNCORO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.
GAGUK TRI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
286-8/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

GUSTRIVATNO, slstp.

" Pembina
NIP 19840331 200312 1 001




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2039

I. UMUM
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun
2019-2039 dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya
terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang tersebut kemudian dihapus dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai tindak lanjut atas dihapusnya
ketentuan penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
dengan Peraturan Daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap aspek
penetaan ruang dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

IT. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1



